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SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG
PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

a. bahwa usaha penjualan makanan dan
minuman berbentuk Restoran dan sejenisnya
terus meningkat jumlahnya dan pembayaran
atas pembelian makanan dan minuman di
Restoran  perlu dikenakan kewajiban pajak
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
dan pencapaian pemerataan pembangunan di
daerah;

b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah
berwenang melakukan pemungutan pajak
kepada Restoran dan sejenisnya,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak
Restoran;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1253,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran




10,

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara  Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor

02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah
yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
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Kabupaten Balangan

(Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02,

Tambahan Lembaran
Balangan Nomor 43);

Daerah  Kabupaten

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
03 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten  Balangan

(Lembaran  Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03,

Tambahan Lembaran
Balangan Nomor 44),

Daerah  Kabupaten
sebagaimana telah

diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun

2010 Nomor 09);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009

Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK

RESTORAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Balangan.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.

B e =

Daerah Kabupaten Balangan.

L2

Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Balangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat



10.

11.

1.2.

13.

14.

15.

16.

17.

Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PPNS
adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Balangan yang
bertugas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan bentuk apapun dan bentuk lainnya.

Pajak Restoran yang  selanjutnya disebut Pajak  adalah
pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan
sejenisnya.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Cafe, Bar, Bakery,
Rumah Makan, Jasa Boga/Catering, Jamuan Makanan Hotel, Puja
Sera, Pondok Lesehan, Depot, Warung Makan, Warung Makan Kaki
Lima dan atau usaha lain yang sejenis, dikecualikan dengan
ketentuan peraturan daerah ini.

Cafe adalah penyedia makanan dan/atau minuman dengan disertai
layanan tempat yang nyamarn untuk bersantai dan disajikan hiburan
atau sarana online jaringan telekomunikasi bagi pengunjungnya dan
dipungut pembayaran atas makanan dan minuman yang nilainya
sudah termasuk sarana yang disediakan.

Bar adalah Restaurant yang terdapat didalam suatu hotel, diskotik
atau tempat bangunan sejenisnya yang skala penyajian makanan dan
minumannya bentuk casual (ringkas untuk disajikan) dan dipungut
pembayaran makanan dan minuman.

Bakery adalah suatu tempat atau bangunan yang memproduksi dan
menjual berbagai macam makanan yang diolah dari bahan utama
gandum dengan hasil penyajian dalam bentuk Roti dan jenis-jenisnya
termasuk penjualan berbagai macam minuman pelengkap.

Rumah Makan adalah suatu tempat untuk menyantap makanan dan
minuman yang disediakan dengan konsep formil dan dipungut
pembayaran atas makanan dan minuman.

Jasa Boga/Catering adalah tempat memproduksi makanan dan
minuman yang dibuat berdasarkan pesanan dari konsumen untuk
diserahkan pada waktu dan tempat yang diinginkan konsumen
dengan harga yang telah disepakati keduabelah pihak.

Jamuan Makanan Hotel adalah makanan dan minuman yang
disediakan hotel untuk jamuan pertemuan atau acara resmi yang
telah disepakati menu hidangannya berdasarkan tarif yang ditentukan
oleh Hotel untuk dibayar oleh penyelenggara pertemuan atau acara
resmi lainnya.

Puja Sera adalah ruangan atau bangunan dengan bentuk terpisah-
pisah berada dalam satu tempat untuk menyantap makanan dan
minuman yang dipungut pembayaran dengan penyajian menu yang
berbeda-beda oleh beberapa pedagang yang membentuk perkumpulan
dan atau diwadahi oleh satu manajemen usaha penyediaan tempat
untuk berdagang makanan dan minuman.

Pondok Lesehan adalah tempat atau bangunan pondok kecil-kecil
yang disediakan untuk menyantap makanan dan minuman dengan
karakter alam dan atau disediakannya tempat pemancingan ikan atau
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hanya kolam yang berisi ikan untuk daya tarik dan tempat rekreasi
pengunjung dan atau sebagai menu makanan yang disajikan bagi
pengunjung yang dikenakan pembayaran.

Depot adalah tempat untuk menyantap makanan dan minuman
dengan sajian aneka pilihan makanan dan minuman yang telah
dituliskan atau dibuatkan daftarnya dan dipungut pembayaran
makanan dan minuman.

Warung Makan adalah suatu tempat untuk menyantap makanan dan
minuman yang berkarakter sederhana baik dalam bentuk penyajian
maupun tempatnya dan dipungut pembayaran makanan dan
minuman yang telah disajikan.

Warung Makan Kaki Lima adalah tempat menyantap makanan dan
minuman yang berada di kaki lima dan dipungut pembayaran
makanan dan minuman dan bentuk tempat yang tidak permanen,
didirikan atau diadakan pada waktu tertentu oleh pemilik dagangan.
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3
(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib
Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau
bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupatl.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif,
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.



